
   
 

BUPATI JAYAPURA 

PROVINSI PAPUA 

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA 

NOMOR 188.4/180 TAHUN 2025 

TENTANG 
PENGANGKATAN PLT. DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH BANIYAU 

KABUPATEN JAYAPURA   
 

BUPATI JAYAPURA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29   
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Perusahaan Daerah, maka perlu mengangkat 
Pelaksana Tugas Direksi; 

  b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan 

Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6697); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023   
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 5533); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 

tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan 
Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan 
Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota 

Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jayapura Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Perusahan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 4); 
 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  

KESATU  :  Mengangkat Saudara Emus Weya sebagai Pelaksana Tugas 
Direksi Perusahaan Daerah Baniyau. 

KEDUA : Pelaksana Tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada 

Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. bertanggungjawab mengelola perusahaan daerah 

mencapai visi dan misi dengan mematuhi anggaran dasar 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. menjalankan kegiatan operasi perusahaan daerah   

sehari-hari; dan 

c. mempersiapkan pemilihan Direksi. 
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KETIGA : Masa Jabatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud 
Dalam Diktum KESATU paling lama 3 (tiga) bulan. 

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Perusahaan Daerah Baniyau 
Kabupaten Jayapura. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Sentani  

pada tanggal 6 Mei 2025 
 

BUPATI JAYAPURA, 

 ttd 

   YUNUS WONDA 

salinan sesuai dengan aslinya, 
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN, 
PERUNDANG-UNDANGAN 
 

 
 
 

THIMOTIUS TAIME, SH 
 PENATA TK.I 

NIP. 198406122010041003 
SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 
1. Gubernur Provinsi Papua; 

2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura; 
3. Inspektur Kabupaten Jayapura; 
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;  

5. Kepala Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Kabupaten Jayapura; 
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


